BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN MALANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2015 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2)

huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Malang
Tahun 2015 - 2034;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4412);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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4.

10.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);

. Peraturan Pemerintah Nomor &8 Tahun 1999 tentang

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutandan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan
Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5217);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman
Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3550);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-11/2006
tentang Rencana Jangka Panjang Kehutanan 2006 — 2025;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.42/Menhut-I1I/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460;
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.49/Menhut-I1/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat
Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
P.36/MENHUT-II/2013 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 911);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung
di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1
Seri C);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomorl Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005
tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012 — 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
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Menetapkan

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013
tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun
2012 - 2032;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan,;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KEHUTANAN
TINGKAT KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 - 2034.

Pasal 1

(1) Ruang lingkup Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten
Malang Tahun 2015-2034 meliputi perencanaan kawasan
hutan dan hutan diluar kawasan hutan dalam wilayah
administratif Kabupaten Malang.

(2) Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk menggambarkan indikasi
spasial perencanaan kehutanan 20 tahun yang akan
datang terutama terkait dengan arahan konservasi,
perlindungan dan rehabilitasi serta pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan.

Pasal 2

(1) Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 berisi arahan-arahan makro
pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan
potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan
dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan
hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di
wilayah  Kabupaten Malang untuk jangka waktu
20 (dua puluh) tahun.

(2) Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam:

a. penyusunan rencana makro penyelenggaraan
kehutanan;

b. penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat
Kesatuan Pengelolaan Hutan;

c. penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan;
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d. koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah
antar sektor; dan
e. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Pasal 3

(1) Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 dapat ditinjau kembali paling
lambat 5 (lima) tahun sekali.

(2) Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Malang Tahun
2015 - 2034, matriks penjabaran arahan Rencana
Kehutanan Tingkat Kabupaten dan peta arahan Rencana
Kehutanan Tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 23 Juli 2015

BUPATI MALANG,
Ttd,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 Juli

SEKRETARIS DAERAH

Ttd,

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 18 Seri D

2015
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